
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan 
daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efektif', efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat 
untuk masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2021; 

b. bahwa dalam rangka penambahan fasilitas tempat isolasi 
mandiri terpusat di Rusunawa, bantuan keuangan khusus ke 
desa dalam rangka penyediaan tempat isolasi mandiri terpusat 
di desa dan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) lainnya, pemerintah daerah perlu melakukan 
penyesuaian penggunaan anggaran SiLPA Dana lnsentif Daerah 
(DID) Tambahan Tahun Anggaran 2020 atau perubahan 
mekanisme pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 
2021; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf E angka 35 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 mengamanatkan bahwa dalam hal program dan 
kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup 
tersedia dan/ a tau belum dianggarkan dapat dilaksanakan 
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara 
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

k; (,<.al 

Menimbang 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 72 TAHUN 2020 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 23 TAHUN 2021 

BUPATI KUDUS 
PRO VIN SI JA WA TENG AH 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn.or 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2021; 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pernerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 



24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 7 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Panderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 149); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nornor 630); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36 
Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nornor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 525); 

17. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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16. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 106, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6057); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 
Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

Memperhatikan 

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 21); 

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2019 Nomor 52); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 



Rp 155.727.500.807,00 
Rp 0,00 
Rp 155.727.500.807,00 
Rp 0,00 

Rp 14.882.104.000,00 
Rp 266.356.052.000,00 
Rp 281.238.156,000,00 
Rp 2,138.454.567.757,00 
Rp (155.727.500.807,00) 

Rp 8.064.003.000,00 

215.195.031.540,00 Rp 

3. Pem biayaan : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Le bih Pembiayaan Anggaran 

Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit) 

d. Belanja Transfer 
1) Belanja Bagi Hasil 
2) Belanja Bantuan Keuangan 

c. Belanja Tidak Terduga 
Belanja Tidak Terduga 

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan 
Larnpiran Ill Peraturan Bupati ini. 

Tetap Rp 4.046.540.000,00 

5.005.000.000,00 
85.705.429.560,00 

. 55.645.792.880,00 

Rp 
dan Rp 

Rp 982.121.671.129,00 
Rp 599.045.404.807,00 
Rp 49.190.921.281,00 
Rp 3.599.380.000,00 
Rp 1.633.957.377.217,00 

l .982.727.066.950,00 Rp 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Modal Tanah 
2) Belanja Modal Gedung 

Ban gun an 
3) Belanja Modal 

Jaringan, dan Mesin 
4) Belanja Modal Aset 

Lainnya 

2. Belanja: 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Hibah 
4) Belanja Bantuan Sosial 

1. Pendapatan Daerah : 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan 

Yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 

Jalan, Rp 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
terdiri atas : 

- 6 - 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

358.802.380.000,00 
1.559.107 .376.950,00 

64.817.310.000,00 

Rp 
Rp 

Oaerah Rp 



BUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 23. 

Diundangkan di Kudus, 
pada tanggal 18 JlW. 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. · 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 
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